Floriantus Bria

by UNITRI press

Submission date: 17-Jan-2022 07:54AM (UTC-0500)
Submission ID: 1740926580

File name: FLORYANTUS_BRIA.docx (18.14K)

Word count: 1266

Character count: 8299



PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Kota Batu)

RINGKASAN

SAPM dapat dikatakan sebagai sistem administrasi perpajakan modernisasi merupakan salah satu
tindakan untuk menyempurnakan atau dapat memaksimalkan pada sistem kerja administrasi baik
itu secara kelompok bahkan sampai secara pribadi dengan tujuan sehingga sistem kerja dapat
tercapai dengan cepat dan tepat pada waktunya sesuai dengan mekanisme yang secara efisien.
Adapun tujuan dari riset ialah secara langsung untuk dapat mengetahui pengaruh sistem
administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WP terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
Jenis riset ini deskriptif kuantitatif bertujuan untuk dapat mengukur antar variabel SAPM pada
kepatuhan WP di UMKM. Adapun prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data
pada riset ini adalah dengan mengelompokkannya menjadi dua kelompok antara lain data sekunder
serta primer. Metode pengumpulan data dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain
interview, kuesioner serta dokumentasi. Hasil yang ditemukan pada riset ini ialah SAPM atau
sering dikenal dengan nama Sistem modernisasi administrasi perpajakan secara langsung dapat
memberikan sebuah pengaruh yang secara signifikan serta positif terhadap kepatuhan WP, dengan
demikian maka SAPM dapat dikatakan meningkat terhadap kepatuhan WP di kalangan UMKM
yang berada di kota Batu khususnya Pelaku UMKM Desa Beji.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem terhadap sebuah pembangunan dikalangan nasional merupakan salah satu aktivitas
yang dilaksanakan secara berkelanjutan serta mempunyai tujuan dapat memaksimalkan pada
tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya baik itu dari segi spiritual bahkan sampai tingkat
material. sebagaimana dapat direalisasikan disebut tujuan ada perlu diadakan peningkatan banyak
terkait dengan sistem memperhatikan berbagai macam problem anggaran dalam pembangunan.
Salah satu usaha yang mana secara langsung juga dapat mewujudkan terkait dengan tingkat
kemandirian sebuah negara yang mana dalam menganggarkan sebuah pembangunan lyalah
menggali kembali sumber anggaran yang berasa dari dalam negara yang dalam bentuk perpajakan
Sebagaimana dengan tujuan untuk dapat menggunakan salah satu anggaran untuk membiayai dari
aspek pembangunan yang jauh lebih berguna demi kepentingan yang secara umum. Pajak
merupakan salah satu faktor yang sama sangat terpenting yang mana bertujuan untuk
mensejahterakan rakyat, pajak merupakan salah satu tindakan iuran yang bersumber dari
masyarakat dengan tujuan untuk menambahkan kas negara tanpa adanya imbalan yang secara
langsung. Sementara terkait dengan UMKM merupakan sebuah bagian dari sebuah usaha di negara
Republik Indonesia yang mana secara langsung juga akan mengalami yang sama, walaupun pada
sektor usaha mikro kecil menengah pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 yang mana secara
langsung juga dapat teruji ketangguhan usaha (Suhendri,Iriani, Tanggu 2021).

Direktorat Jenderal perpajakan sebagaimana sejak awal telah berdiri yang mana telah
melaksanakan sebuah perubahan, perubahan yang dilaksanakan oleh pihak Jenderal perpajakan

dapat digolongkan menjadi beberapa bagian antara lain yang pertama kali dilaksanakan pada tahun




1983. Sebagaimana tercantum di dalam UU perpajakan yang telah disahkan oleh pemerintah serta
akan diganti juga pada UU terkait dengan peninggalan oleh negara belanda. Salah satu sistem
dalam melaksanakan pemungutan terkait dengan perpajakan sebagaimana dapat berubah dari
sebuah penilaian yang resmi menjadi sebuah penilaian diri. Penilaian yang resmi merupakan salah
satu sistem dalam melaksanakan pemungutan pajak yang mana akan memberi sebuah tanggung
jawab atau kewenangan terhadap WP dalam menentukan secara sendiri berdasarkan dengan
tingkat besarnya pajak yang terutang Mardiasmo (2011:7).

Sebagaimana dalam upaya untuk memaksimalkan terkait dengan sistem pelayanan
masyarakat terhadap WP maka pihak pemerintah akan dilaksanakan sistem perbaikan di setiap
tahun ialah sistem administrasi perpajakan. Pemerintah melaksanakan sebuah tindakan upaya yang
dimaksud untuk dapat mewujudkan serta dapat diinterpretasikan berdasarkan dengan pajak yang
mana sejak dua dekade yang berlalu. Salah satu sistem modernisasi terkait dengan perpajakan
dilaksanakan di tahun 1983 yang mana dapat melaksanakan sebuah sistem perubahan serta tingkat
pembaruan terhadap sebuah kebijakan atas perpajakan.

Berjalannya waktu dapat dikatakan bahwa sistem perubahan itu belum efektif. hal tersebut
diakibatkan karena Direktorat Jenderal perpajakan masih merasa perlu untuk dilaksanakan sebuah
perkembangan serta melaksanakan juga pada sistem perubahan secara struktur. bahkan
melaksanakan sebuah sistem penerapan terkait dengan modernisasi sistem yang berlanjut perlu
ditandai dengan berbagai macam sistem penerapan terkait dengan informasi dan teknologi.
berkaitan dengan sistem pelayanan perpajakan dalam bentuk pembayaran yang secara online serta
pendaftaran yang secara elektronik. Direktorat Jenderal perpajakan dalam melaksanakan sebuah

sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan dalam pengembangan pihak lembaga keuangan




dalam hal ini perbankan serta dapat melaksanakan sebutkan langkah-langkah yang bertujuan untuk
mengembangkan serta menyempurnakan sistem perpajakan.

Dalam melaksanakan sistem penerimaan terkait dengan perpajakan yang mana sebesar
81.,504% menjadi salah satu target atas penerimaan perpajakan diam secara keseluruhan di setiap
tahun tepat pada tanggal 31 Desember 2016 yang mana mencapai 1,150 triliun atau mencapai
81.,54% dari target atas penerimaan anggaran pendapatan belanja negara. Sistem perubahan yang
ditemukan pada tahun 2016 mencapai 1.355 triliun atas sebuah target terkait dengan pendapatan
Belanja Negara di tahun 2016 sehingga dapat diputuskan mencapai 1.822 .5 triliun atau mencapai
tingkat persentase sebesar 25,6. adapun yang jauh lebih minim sebagaimana dapat diusulkan oleh
rancangan APBN pada tahun 2016. Target pada pendapatan belanja negara berawal dari sebuah
sistem penerimaan atas perpajakan yang mana mencapai 1.546,7 triliun serta dalam sisi
penerimaan pun mencapai 2738 triliun. Oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa sistem realisasi
terkait dengan penerimaan negara dari aspek sektor perpajakan sangat dominan anggaran
pendapatan Belanja Negara ditemukan pada tahun 2017 sampai dengan sistem perubahan
rancangan anggaran pendapatan Belanja Negara di tahun 2016. Dirjen pajak dapat dikatakan
sebagai salah satu lembaga negara yang sangat resmi yang mana memberikan sebuah fungsi serta
kinerja keuangan yang memiliki sebuah tugas dan tanggung jawab untuk menampung atau
mengembalikan semua yang berkaitan dengan perpajakan dari seluruh kalangan rakyat negara
Indonesia (Setyabudi, 2017).

Demi meningkatkan sebuah kepatuhan atas tindakan perilakn UMKM sebagaimana
melakukan sebuah kewajiban atas perpajakan sehingga perlu diadakan sebuah tindakan kesadaran
dari masyarakat yang berkaitan dengan perpajakan baik dari segi sistem pemungutan serta tingkat

sosialisasi yang akan diadakan dengan berbagai macam edukasi yang berkaitan dengan




kepentingan atas pajak sebagaimana dilaksanakan oleh pihak yang berkewenangan secara
sosialisasi yang diadakan terus-menerus. Dalam melaksanakan pembayaran berkaitan dengan
perpajakan sangatlah penting untuk secara langsung juga dapat mengeluarkan dalam
melaksanakan proses pembangunan yang secara berkepanjangan sehingga diharapkan WP tidak
mengalami kerugian disebabkan karena dapat didorong oleh sebuah tanggung jawab sebagaimana
WP sampai sekarang tingkat kesadaran yang ada masih belum dikatakan secara maksimal dalam
melaksanakan sebuah pembayaran atas perpajakan.
2, Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, sehingga dalam rumusan
masalah yang ada pada rise ini ialah apakah MSAP atau sering dikenal dengan nama modernisasi
sistem administrasi perpajakan dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WP di

kalangan UMKM ?

3. Tujuan Penelitian
Sebagaimana telah dipaparkan pada rumusan masalah tersebut, sehingga dalam rumusan
masalah yang ada pada riset ini ialah untuk mengetahui secara langsung MSAP atau sering dikenal
dengan nama modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberikan sebuah pengaruh
terhadap kepatuhan WP di kalangan UMKM.
4, Manfaat Penelitian
Salah satu manfaat yang akan dilakukan pada riset ini ialah :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dan memperbanyak khasanah ilmu serta berbagai jenis kajian

teoritis khususnya bidang perpajakan.




b. Akan selalu diharapkan untuk dijadikan sebuah informasi terhadap pihak yang lain dalam
mengadakan sebuah riset yang sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi lembaga pendidikan dalam hal ini Universitas Tribhuwana Tunggadewi akan selalu
diharapkan dari riset ini secara langsungsung dapat dijadikan salah satu sarana dalam
memaksimalkan pemahaman yang ada.

b. Bagi masyarakat, akan selalu diharapkan dari riset ini untuk secara langsung juga akan
dapat memberikan sebuah informasi secara langsung, sehingga kalangan masyarakat juga mengerti
terkait dengan perpajakan

c. Bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah kan selalu diharapkan dari riset ini untuk
secara langsung juga akan dapat memberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan dengan
usaha bahkan sebuah problem yang mana akan dijadikan sebagai salah satu perbaikan serta

penyusunan atas kewajiban yang mendatang
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